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PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993
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KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993

'TENTANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: bahwa untuk meningkatkan daya tampung Tamai; Kapak- kanak (7K),
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekoiah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
¢. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;

b. Nomor 15

Tahun 1984 yang teiah beherapa kali divhah terakhir

dengan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tanun

1992;

¢. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah: diubah deagan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tanun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993; )
4. Keputusarn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978
¢. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979:
e. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980:
f. Nomor 087'0/1983 tanggal 28 Februari  1983;
g. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983:
h. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983,
i. Nomor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/11/1985 tanggal 5 Juni 1985,
k.

Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

mperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat

Nomor B-798/1/1993 tanggal 10 Agustus 1993,

MEMUTUSKAN

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkal Atas (SLTA) Negeri seriz
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenubhi persyaratan,
pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalan Lampiran

V Keputusan ini.
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Kedua 1 (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisast dan tata keija TK,
SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum “Pertama”
i sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi clan tata
i kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1973;
b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
¢. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1879.
(2)  Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam
diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantim dalem Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran 111, dan Tampiran IV Keputusan ini.
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* Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilavah Depariemen Pendidikan dan
Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikwm " Periama”

bagi sekolah yang berada di wilayahnya. ’

g’.l\’c-mnlm! * Biaya untuk keperluan pelaksanaan  Keputusan  ini bagi sckolah pada
u-:n‘.llll', ll-;l'.i'lt' l"“"i”‘i '“’".h:'nka" padn mata anggaran scbagajmana
‘{ tereanbune dateen bolora 7 1 ampiran V Keputusan ini.
Kefimna ¢ Dengan herlakunya Keputusan ini jumlah :
a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP  Negeri 8.119 buah:
¢. SMA  Necgeri 2.259 buah'.
d. SMIK Negeri 20 buah;
€. SMPS Negen 15 buah"
! f. SMEA Neger; 40 buah:
g STM  Negen 174 buah
h. SMT  Pertanian Negeri 34 buah'.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia,

: Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal 1 Aprii 1993

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 10073

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA &N

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegcro
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagynaan Aparatur Negara;

Z; Menteri Pendidikan dan K&)udayaan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan K ebudayaan;

4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Direktur Jenderal dalam lingktingan Departemen Pendidikan dan Kebidayaan;

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaar;

7 Sekretaris Direktorat Tenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Panclitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dajam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Kepala Kantor Wilayali Departemen Pendidikan dan Kebudaysan di seluruh

Indonesia;
10.  Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia:
11.  Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12.  Badan Pemeriksa Keuangan;
13.  Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuaugan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruls Indonesia;
15.  Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-
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LAMPIRAN II1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
NOMOR 0313/0/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1952

BAGAN ORGANISASI
SEXOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

KEPALA SEKOLAH
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MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
jalinan sesuai dengan aslinya

Jiro Hukum dan Hubungan Masyarakat td.
departemen pendidikan dan Kebudayzan
(epala Bagian Penyusunan Rancangan
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